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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perjanjian asuransi online merupakan asuransi yang dalam mencari 

nasabah ataupun tertanggung secara online. Karena besarnya populasi 

penduduk di Indonesia dan semakin majunya teknologi digital. Tekonologi 

digital merubah lingkup interaksi lebih luas tanpa melalui tatap mukapun bisa 

melakukan perjanjian. Teknologi yang semakin canggih tidak hanya 

memberikan kemudahan bagi pengguna smartphone tapi juga bagi pengguna 

teknologi yang lain. Oleh karena itu hal tersebut memberikan peluang yang 

besar bagi pelaku bisnis dalam mengembangkan usahanya. Salah satu yang 

melihat peluang tersebut adalah perusahaan asuransi.  

 Produk dalam  asuransi yang ditawarkan oleh pihak asuransi pun dapat 

dibeli secara online baik melalui portal web maupun aplikasi online yang 

dapat diakses menggunakan komputer maupun smartphone, selama media 

yang digunakan terhubung dengan jaringan internet.  

“Selain itu, pada asuransi digital metode pembayarannya dilakukan 

menggunakan kartu kredit dan didukung dengan sistem internet banking.”1  

                                                           
1  “Internet Banking” dalam https://www.shinhan.co.id/article-listings/read/pengertian-internet-

banking diakses 29 Juli 2019 

 

 

https://www.shinhan.co.id/article-listings/read/pengertian-internet-banking
https://www.shinhan.co.id/article-listings/read/pengertian-internet-banking
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Sehingga dalam melakukan asuransi tidak perlu bertatap mukapun bisa 

melakukan transaksi secara online. Dalam perjanjian asuransi online maupun 

perjanjian yang lainnya sudah pasti memiliki risiko yang akan terjadi baik 

risiko yang diterima karena ketidaksengajaan atau karena kelalaian dari diri 

manusia itu sendiri. Sebenarnya tidak ada yang menginginkan risiko terjadi 

yang menyebabkan kerugian pada masing-masing pihak tersebut, oleh karena 

itu manusia selalu berusaha untuk mencegah ataupun menanggulangi risiko 

yang kemungkinan terjadi. Usaha menanggulangi risiko tersebut bisa diatasi 

apabila terjadi risiko yang tidak diinginkan. Penanggulangan risiko oleh pihak 

asuransi dilakukan melalui suatu perjanjian khusus yang dilakukan untuk 

menanggulangi risiko yang sering disebut dengan perjanjian pertanggungan. 

Program yang diadakan oleh pihak penanggung yaitu perusahaan 

asuransi cukup mempengaruhi meningkatnya jumlah pemegang polis di 

Indonesia. Apalagi saat ini banyak perusahaan asuransi berlomba-lomba 

menawarkan berbagai produk-produk asuransi yang tujuannya untuk menarik 

minat masyarakat berasuransi. Banyaknya produk yang diatawarkan oleh 

perusahaan asuransi tidak disertai dengan jaminan perlindungan hukum 

terhadap pemegang polis asuransi, terlebih bagi perusahaan asuransi berbasis 

online.  

Permasalahan yang selalu dialami oleh nasabah selaku tertanggung 

yaitu sulitnya memperoleh pembayaran ganti kerugian ketika evenement 

terjadi. Padahal tujuan dari tertanggung sebagai pemegang polis atau nasabah 

mengikatkan diri adalam perjanjian asuransi adalah untuk menerima ganti 
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kerugian bila terjadi suatu peristiwa yang tidak diduga menimpa objek 

asuransi (evenement). 

Tujuan dari perusahaan asuransi adalah untuk menutup suatu kerugian 

yang diderita tertanggung akibat dari suatu peristiwa yang bersangkutan dan 

yang belum dapat ditentukan kapan akan terjadi. Hal tersebut merupakan 

pengalihan risiko yang dialami oleh tertanggung kepada penanggung karena 

tertanggung sudah membayarkan sejumlah premi kepada penanggung selaku 

pemberi jaminan. Unsur ganti kerugian sebagai unsur penting dalam asuransi 

namun, sampai saat ini belum berjalan sesuai dengan tujuan pemegang polis 

asuransi mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi. Pemegang polis asuransi 

mengalami kesulitan ketika akan mengajukan klaim ganti kerugian dan atau 

menutup asuransi.  

Perusahaan asuransi selaku penanggung selalu memberikan berbagai 

macam alasan agar nasabah tidak menutup sehingga penanggung tidak perlu 

memenuhi kewajibanya kepada tertanggung. Terlebih apabila tertanggung ada 

kesempatan untuk dipersalahkan yang menyebabkan kesulitan mendapatkan 

hak atas polis. Permasalahan yang timbul tersebut antara lain karena 

kurangnya pengetahuan masyarakat itu sendiri dalam menggunakan teknologi 

yang semakin berkembang ataupun kurangnya penjelasan dari pihak asuransi 

dalam menerangkan apa saja program yang terdapat dalam asuransi itu sendiri 

maupun mengenai jaminan yang diberikan oleh perusahaan asuransi selaku 

pihak penanggung. 
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Dari latar belakang masalah di atas maka penulis mencoba mengkaji 

lebih lanjut dengan penelitian tentang perusahaan asuransi yang mempersulit 

pihak penanggung mengenai hak tertanggung untuk mendapatkan polis 

ataupun penggantian kerugian atas peristiwa yang dialami oleh pihak 

tertanggung. 

Pada kenyataannya, ujung tombak sebuah asuransi berada di agen. 

Namun berbeda dengan asuransi online yang tanpa bertatap muka langsung 

pun bisa melakukan perjanjian asuransi online antara pihak tertanggung dan 

pihak penanggung. Dalam hal ini maka perusahaan asuransi perlu melakukan 

berbagai perbaikan dalam melayani nasabah, contohnya dengan mewajibkan 

agen asuransi mempunyai lisensi yang dicantumkan dalam web yang terdapat 

di dalam asuransi online tersebut atau sertifikasi keagenan yang dimuat secara 

online. Hal tersebut menjadi salah satu cara menyaring agen agar tidak 

semena-mena. Kurangnya pengetahuan nasabah dan kurang profesionalnya 

agen sering menimbulkan persoalan di kemudian hari. Mereka yang terlanjur 

membeli polis tidak bisa lagi berbuat banyak ketika terjadi ketidaksesuaian 

antara yang dijanjikan dengan kenyataan yang diterima. 

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka peneliti 

tertarik melakukan kajian mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung 

Yang Tidak Memenuhi Kualifikasi Sahnya Perjanjian Dalam Penutupan 

Perjanjian Asuransi Online Di Indonesia”. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi tertanggung apabila tidak 

memenuhi kualifikasi sahnya perjanjian dalam penutupan perjanjian 

asuransi online di Indonesia ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai 

peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi 

tertanggung yang tidak memenuhi kualifikasi sahnya perjanjian dalam 

penutupan perjanjian asuransi online di Indonesia. Menganalisis dampak 

hukum penutupan perjanjian asuransi online bagi tertanggung. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat peneliti melakukan penelitian ini, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan bidang keilmuan 

hukum dagang, terkait dengan transaksi perjanjian online dan hukum yang 

ada di di dalam Undang-Undang yang berlaku. 

2. Manfaat Praktis 
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a. Bagi Pelaku Usaha 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

dijadikan sebuah masukan kepada pelaku usaha mengenai 

permasalahan dalam hal tertanggung tidak memenuhi syarat sahnya 

perjanjian. 

b. Bagi Konsumen 

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan bagi 

nasabah asuransi mengenai hak-hak yang dimiliki sehingga memiliki 

pengetahuan mengenai teknologi yang bersangkutan dengan asuransi 

online sehingga apabila ingin menuntut hak kepada pelaku usaha 

apabila nasabah sebagai tertanggung dirugikan. 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang perlindungan hukum bagi tertanggung yang 

tidak memenuhi kualifikasi sahnya perjanjian dalam penutupan 

perjanjian asuransi online di Indonesia belum pernah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya. Namun peneliti menemukan beberapa hasil 

penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu:  

1. Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami dengan judul “Perlindungan 

Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa Dalam Akad Wakalah Bil 

Ujrah Produk Unit Link Syariah”.  
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Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : bagaimana perlindungan 

Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa Dalam Akad Wakalah Bil 

Ujrah Produk Unit Link Syariah?.  

Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yaitu bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis 

dan/ atau peserta asuransi perlu diimplementasikan dalam polis khususnya 

terkait dengan perlindungan hukum apabila terjadi kerugian dalam 

kegiatan pengelolaan risiko dan/ atau kegiatan pengelolaan investasi yang 

diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi 

yang dilakukan Perusahaan. 

2. Asika Eunike Sormin dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Pemegang 

Polis atas Perusahaan Asuransi yang Dipailitkan menurut Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya 

Cabang Pekanbaru”.  

Rumusan Masalah: 

a. Bagaimanakah perlindungan hukum yang didapat oleh pemegang 

polis dalam Peraturan PerundangUndangan Asuransi?  

Hasil Penelitian: 

1. Perlindungan hukum yang diberikan pihak asuransi kepada pemegang 

polis juga tidak efisien, yang diperjanjikan dalam polis asuransi jiwa 

Bumi Asih Jaya tersebut tidak ada yang menyatakan jelas bagaimana 
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proses pembayaran klaim secara jelas, yang ada hanya syarat untuk 

mengajukan klaim. Bumi Asih Jaya masih saja tetap belum melakukan 

pembayaran klaim hingga berakhirnya putusan pengadilan yang 

menyatakan mereka tidak jadi pailit.  

3. Tofa Hari Setiadi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap 

Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Penggunaan Internet Banking 

Yang Disebabkan Oleh Intervensi Pihak Lain” 

Rumusan Masalah : 

Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami 

kerugian dalam penggunaan internet banking yang disebabkan oleh 

intervensi pihak lain? 

Hasil Penelitian : 

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah yang 

mengalami kerugian dalan penggunaan internet banking yang disebabkan 

oleh intervensi pihak lain terdapat dalam UUPK, UU ITE, dan Peraturan 

Bank Indonesia. UUPK hanya memberikan pengaturan apabila kerugian 

yang dialami nasabah disebabkan oleh pihak ketiga. UU ITE mengatur 

apabila kerugian yang dialami nasabah disebabkan pihak bank dan pihak 

ketiga, namun UU ITE tidak mengatur lebih lanjut mengenai sanksi 

apabila bank tidak  melaksanakan kewajibannya. PBI nomor 

16/1/PBI/2014 mendukung aturan sebelumnya apabila tanggung jawab 

pelaku usaha bank dan penyelenggara sistem elektronik tidak 
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dilaksanakan, maka bank akan dikenai sanksi administratif. Pengaturan 

perlindungan huku terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam  

Berdasarkan hasil penelitian di atas, bahwa penelitian ini berbeda 

dengan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini yaitu tentang 

perlindungan hukum bagi tertanggung yang tidak memenuhi sahnya 

perjanjian dalam penutupan asuransi online di Indonesia. 

E. Batasan Konsep 

Cakupan dalam penelitian ini cukup luas, oleh karena itu diperlukan 

batasan konsep. Dalam hal ini peneliti membatasi konsep sebagai berikut: 

1. Perjanjian yaitu antara pihak satu dengan pihak yang lain atau dimana dua 

orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sedangkan pihak 

lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu. 

2. Asuransi merupakan suatu perjanjian antara pihak asuransi mengikatkan 

diri kepada nasabah dimana nasabah membayar sejumlah premi kepada 

pihak asuransi, pihak asuransi memberikan jaminan atas penggantian 

kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan 

yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa 

yang tak terduga. 

3. Penanggung adalah adalah pihak yang menerima pengalihan risiko 

dimana dengan diterimanya premi, berkewajiban memberikan 

penggantian kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, 
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apabila terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang 

mengakibatkan kerugian bagi tertanggung. 

4. Tertanggung adalah pihak yang berjanji untuk membayar sejumlah uang 

(disebut premi) kepada pihak  penanggung.. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. 

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 

yang merupakan data sekunder dan penelitian ini disebut juga penelitian 

hukum kepustakaan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan hukum 

normatif. Pendekatan hukum normatif dilakukan dengan cara 

mengidentifikasikan dan mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, 

peraturan, Undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat 

tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang 

berdaulat yang kemudian sering pula disebut sebagai penelitian hukum 

yang doktrinal. Dalam hal ini, undang-undang yang digunakan adalah 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang 

Perasuransian. 
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2. Pendekatan 

Berdasarkan sifat penelitian tersebut, maka pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini, yakni: 

a. “Pendekatan undang-undang (statute approach) merupakan 

pendekatan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan 

isu hukum yang sedang ditangani.”2.  

Pendekatan undang-undang ini digunakan untuk menjawab dan 

memecahkan rumusan masalah dalam penelitian. 

b. “Pendekatan konseptual (conseptual approach), yang merupakan 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di 

dalam ilmu hukum, untuk memahami ide-ide yang melahirkan 

pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum 

yang dihadapi. Pemahaman sebagai acuan untuk membangun 

argumentasi hukum dalam memecahkan masalah.”3 

 

3. Jenis dan Bahan Penelitian 

Data sekunder adalah data dari bahan pustaka, antara lain 

mencakup dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan 

lain sebagainya. Oleh karena penelitian ini adalah penelitian normatif, 

maka data yang digunakan lebih banyak data sekunder.  

Data sekunder dimaksud adalah sebagai berikut:  

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya 

mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada 

                                                           
2 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta hlm. 93.   

3Ibid, hlm. 95. 
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kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini, bahan 

hukum primer yang digunakan adalah: 

1)  (KUHPerdata); 

2) UU Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya 

menjelaskan bahan hukum primer, seperti: 

1) Buku-buku atau literatur mengenai hak-hak konsumen dalam 

perasuransian 

2) Berbagai artikel, jurnal, majalah yang berkenaan dengan hak-hak 

konsumen dalam perasuransian. 

4. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Penelitian 

Setiap penelitian ilmiah berusaha mencari data untuk memecahkan 

masalah yang dihadapinya. Dengan demikian kegiatan utama yang 

dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi dokumen. 

Bahan hukum primer dan sekunder adalah data yang diperoleh 

dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan teknik studi pustaka. 

Studi pustaka adalah suatu penelitian guna mendapatkan landasan teoritis 

berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak 

lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam 

bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang 
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dilakukan dengan cara membaca buku literatur, media cetak sertatulisan 

karya ilmiah sarjana yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.  

5. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu data yang 

diperoleh dianalisis dan disajikan secara deskriptif.  

Metode analisis secara deskriptif yaitu memilih data yang terdapat 

dalam teori-teori maupun undang-undang yang berlaku. Dalam analisis 

menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian 

yang khusus. Dengan menggunakan metode tersebut diharapkan dapat 

memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang kesesuaian 

landasan konseptual yang digunakan dalam menjawab pokok 

permasalahan dalam skripsi ini. 

 


